BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA/DENDA PAJAK

Menimbang

Mengingat

:a.

1.

DAERAH YANG TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi
pajak terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah, diperlukan Instrumen kebijakan
dibidang Perpajakan Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) huruf a Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kepala
Daerah diberikan wewenang untuk mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga/denda dan
kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga/Denda
Pajak Daerah Yang Terutang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pajak
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel,
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Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRASI BERUPA BUNGA/DENDA PAJAK DAERAH YANG
TERUTANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

nal S

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Bupati adalah Bupati Pasuruan.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
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11.

12.

13.

14.

15.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
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20.

(1)

(2)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi Keterlambatan
Pembayaran Pajak Daerah adalah surat keputusan yang menghapus sanksi
administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Daerah.

Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok
pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat
keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud penghapusan sanksi administrasi yaitu dalam rangka memberikan
kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa
dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu
tertentu.

Kriteria Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakuan
kepada Wajib pajak karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi bertujuan :

a.

b.
c.

mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak
Daerah;

mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari Pajak Daerah; dan
mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga/ denda
diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas
pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2016, yang meliputi :

pajak hotel;

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak penerangan jalan;

pajak mineral bukan logam dan batuan;

pajak parkir;

SRotme a0 T

pajak air tanah;
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

[

j- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf e merupakan
pajak penerangan jalan yang sumber dayanya atas tenaga listrik yang
dihasilkan sendiri.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Waktu

Pasal 5

Waktu pelaksanaan penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 mulai berlaku dari tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal
31 Desember 2017.

Jangka waktu pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Teknis Pelaksanaan

Pasal 6

Wajib Pajak dapat membayar secara langsung Pajak Terutang ke tempat
pembayaran yang telah ditentukan ke Rekening sebagaimana berikut :

™o a0 TP

Rekening No. 0231027068 untuk Pajak Hotel

Rekening No. 0231027076 untuk Pajak Restoran
Rekening No. 0231027084 untuk Pajak Hiburan
Rekening No. 0231027092 untuk Pajak Reklame
Rekening No. 0231027106 untuk Pajak Penerangan Jalan
Rekening No. 0231027114 untuk Pajak MBLB



Rekening No. 0231027122 untuk Pajak Parkir

Rekening No. 0231027131 untuk Pajak Air Tanah

i. Rekening No. 0231027149 untuk Pajak Bumi Dan Bangunan
j- Rekening No. 0231027157 untuk Pajak BPHTB
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Pasal 7

Menugaskan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PASCA KEBIJAKAN

Pasal 8

(1) Wajib Pajak yang sudah melakukan pembayaran sanksi administrasi wajib
melaporkan melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk
mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

angka waktu untuk mendapatkan sebagaimana dimaksud pada ayat
2) Jangk k k d kan STTS sebagai dimaksud pad
(1) diberi kesempatan 14 (empat belas) hari setelah waktu pelaksanaan
penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berakhir.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI PASURUAN,
ttd.

M. IRSYAD YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 13



